BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN No. 941/ Pdt.G/ 2010/ PA.

Bkl. TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.942/ Pdt.G/PA.Bkl. tentang

Pencabutan Hak Asuh Anak.

Pada bab IV ini, penulis mencoba menganalisis berdasarkan data pada bab
IIT dengan menggunakan teori yang disajikan pada bab II, mengenai hak asuh
anak atau Hadhanah yang di cabut hak asuhnya dari ibu kepada ayah.

Dalam pembahasan perkara Hadhanah yang diajukan oleh pemohon, yang
kemudian di kabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan.

Hadhanah adalah pengasuhan anak yang belum Mumayyiz, dan melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang
menjadikan kebaikannya, menjaganya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya,
agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.*
dalam perkara hak asuh anak ini, tergugat selaku ibu dari anak yang belum

Mumayyiz tersebut dicabut hak Hadhanah atau asuhannya karena tidak amanah

* Abd. Rahman Ghazaly, figh Munakahat, (Bogor: prenada media, 2003), 175-176.
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dan berlaku buruk bagi sianak, dan di hawatirkan dapat mengganggu

perkembangan mental maupun emosional anak tersebut.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2003 tentang
perlindungan anak pada pasal 26 yaitu;

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; dan

¢. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidakdapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*!
Dalam hal ini Drs. Hidayat Agusrianto mengajukan permohonan Pemohon

dan termohon yang telah menikah di bangkalan pada tanggal 26 Oktober 1992,

berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 292/70/X/92. Bahwa selama pernikahan

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama

Bagus FillahPerdana lahir dibangkalanpada tanggal 4 Maret 2001 yang sckarang

telah berusia 9 tahun 8 bulan.

4 Bambang kesowo, (Undang-undang Republik Indonesia), http://www.pekalongankab.go.id/
peraturan/uu-ri/887-uu-no23-tahun-2003-tentang-perlindungan-anak-.html (14 november 2012)
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Kemudian pada tanggal 2 bulan April 2008 Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bangkalan telah menetapkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan
Termohon melalui Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan
Nomor 0316/Pgt.G/2007/PA.BXkI.

Setelah terjadi perceraian anak Pemohon dan Termohon yakni Bagus Fillah
Perdana diasuh dan dipelihara Termohon yang mana adalah ibu kandung anak
terscbut. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan,
pada amar putusan Nomor 0316/Pdt.G/2007/PA.BKI. dengan menunjuk
ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta semata-mata
pertimbangan untuk kepentingan anak terscbut, maka majelis  hakim
menctapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hak Hadhanah) anak tersebut di
limpahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut Mumayyiz dengan
memberikan hak kepada tergugat selaku ayah untuk dapat mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak tersebut.

Semenjak perceraian tersebut Termohon tidak pernah memberikan hak
kepada Pemohon untuk ikut mengasuh, memeclihara dan mencurahkan kasih
sayangnya kepada anak Pemohon, Termohon juga melarang anak tersebut untuk
bertcmu atau berhubungan langsung dengan Pemohon selaku ayahnya, pada
tanggal 22 scptember 2010, Termohon memasuhkkan Bagas Fillah Perdana ke
scbuah Pondok Pesantren di Surabaya tanpa memberitahukan kepada pcmohon

dan pihak sckolah asal Bagas Fillah Perdana yaitu SD Kraton 2 Bangkalan.
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Dengan memasuhkkan anak tersebut ke Pondok Pesantren menunjukkan
bahwa Termohon tidak bisa mengasuh dan memelihara sendiri anak tersebut.

Pada tanggal 9 Desember 2010 Bagas menyampaikan keinginannya kepada
Pemohon (Ayah) untuk ikut pemohon seterusnya karena merasa lebih sayang
dan lebih aman apabila ikut ayahnya, dan Bagas tidak mau lagi ikut Termohon
karena mengaku sering dipukuli dan dimarahi oleh termohon.

Dengan sikap-sikap Termohon yang dapat berdampak negatif terhadap
perkembangan psikologi, fisik, dan pendidikan anak tersebut maka sang ayah
mengajukan Permohonan pencabutan kuasa hak asuh anak yang bernama Bagas
Fillah Perdana yang dimiliki Termohon yakni ibu Bagas Fillah Perdana.

Berdasarkan analisis penulis, penulis sependapat dengan keputusan majelis
hakim yang mengabulkan permohonan pemohon yang mana dalam hal ini
termohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas, menggambarkan betapa
pentingnya peran seorang ibu untuk anak-anaknya, ketika asuhan dan didikan
orangtua salah bahkan menyakiti fisik maupun mental dari anak tersebut, maka
sangat dibenarkan putusan dari majelis hakim di atas.

Dengan landasan hukum hakim yang merujuk ke undang-undang
perlindungan anak tahun 2003, pasal 26, ayat (1) huruf (a) dan (b), yang berunyi
(1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

(2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya.
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Dari bunyi undang-undang yang telah dipaparkan diatas maka dapat
penulis simpulkan bahwa betapa pentingnya mengasuh anak dengan baik dan
benar, karena anak adalah cikal bakal bertumbuh kembangnya satu individu

manusia, satu keluarga dan bahkan menjadi warga negara yang baik.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam
Putusan No.941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh
Anak.

Mengenai dasar hukum Hadhanah (pemeliharaan anak) terdapat dalam

firman Allah swt dalam surat (At-Tahrim:6)

Bl L e 556l 20T G355 1006 skl K oal i 1,k ol e

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan. 2

*> Bambang kesowo, (Undang-undang Republik Indonesia), hitp://www.pekalongankab.go.id/
peraturan/uu-ri/887-uu-no23-tahun-2003-tentang-perlindungan-anak-.himl (14 november 2012)
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Pada ayat diatas orang tua diperintahkan Allah swt untuk memelihara
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya
itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuhk
anggota keluarga diatas adalah anak.

Dasar hukum Hadhanah / pemeliharaan anak juga terdapat di beberapa

hadist antara lain:
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Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasannya seorang wanita berkata:
Wahai Rasuhllulah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya,
susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun,
ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasuhlullah
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak
terhadapnya sclama engkau belum menikah. (HR. Ahmad, Abu Dawud.Hadits
shahih menurut Al-Hakim).”

Hadis diatas menjelaskan bahwa ibu berhak atas hak asuh anaknya setelah
perceraian selama wanita (ibu) tersebut tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
Hadhanah adalah perkara mengasuh anak.dalam arti mendidik dan

menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh.

* Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Jakarta: Pustaka Amani,
2000), .555.
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Dalam hal ini para Fugaha’ sepakat bahwa hak asuh anak jatuh pada ibu.
Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa pengasuhan ibu, siapa
yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah, dan
lain-lain.**

Menurut Abu Hanifah: ibu lebih berhak memelihara anak lelaki schingga
ia besar, yakni dapat makan, minum, berpakaian, berwudlu dan beristinjak
sendiri. Sesudah itu berpindah hak Hadhanah kepada ayah. Anak perempuan
lebih berhak dipelihara ibu sehingga sampai umurnya dengan tidak
ditakhyirkan.*

Menurut Jumhur Ulama’ ketika terjadi perceraian ibulah yang didahulukan
atas pengasuhan anak, Karena orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa
kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh)
dikemudian hari.

Di samping itu harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan
tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena
itu, Agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-
syarat tersebut.

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) pasal 105 juga dijelaskan mengenai

Hadhanah dalam hal terjadinya perccraian sebagai berikut:

* Muhammad Jawad Mugniyah, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah, (Jakarta, Lentera,
2001),415.
* Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Figih Islam, (jakarta, PT Bulan Bintang,1991), 291.
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1. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyizatau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

2. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah;*®

Dalam KHI dijelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh anak
yang belum Mumayiz adalah hak ibu dan setelah Mumayiz menjadi hak anak
tersebut untuk memilih ia ikut ibu atau ayah, akan tetapi biaya pemeliharaan
tetap tanggung jawab scorang ayah.

Sebagai mana pemaparan dasar hukum Islam tentang Hadhanah di atas,
bahwasannya tidak ada keterangan jelas yang menjelaskan secara rinci tentang
pengsuhan anak yang belum Mumayyiz, pada intinya adalah kemaslahatan anak
tersebut.

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan Majelis Hakim
yang memutuskan perkara No.941/Pdt.G/2010/PA.BkI tentang pencabutan hak
asuh anak. Yang mana mengabulkan permohonan pihak pemohon yang ingin
mencabut hak asuh anak yang diasuh oleh ibu, yang mana ibu scbagai termohon
tclah mengabaikan hak-hak anak yaitu termohon melarang kepada anak untuk

berhubungan dengan pemohon scbagai ayah kandungnya dan termohon tidak

a6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Is/lam, (Bandung: Nuansa Aulia, 201 1), 32.
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pernah memberi kesempatan pada pemohon untuk mengasuh anak tersebut, dan
Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menggunakan dasar
KHI Kompilasi Hukum Islam, karena pada pasal 105 poin (a) hak Hadhanah
jatuh kepada ibu akan tetapi hak asuh tersebut tidaklah mutlak menjadi hak ibu.
Apabila ibu dianggap tidak capak, mengabaikan, atau mempunyai prilaku buruk
yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecedasan intelektual
maupun emosional anak itu sendiri. Sesuai dengan kesaksian para saksi yang
hadir dalam persidangan bahwa selama nak tersebut dipelihara dan diasuh oleh
termohon (ibunya) ternyata kurang terkontrol dan sering dipukuli oleh termohon
dan saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan pada betis dan setelah ditanyak
oleh saksi anak itu menjawab dipukul oleh termohon (ibunya). Dari fakta yang
ada maka gugur hak asuh termohon (ibunya) yang mana telah mempunyai
perilaku buruk pada anaknya, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan
pemohon (ayahnya) yang hendak mengambil alih hak asuh anak tersebut.

Jika dilihat dari dasar hukum Islam baik Al-Qur’an, Hadist, dan pendapat-
pendapat Ulama’ figh, memang semuanya merujuk kepada ibu sebagai
pemcgang hak asuh yang diutamakan, tetapi dengan adanya KHI, dan Undang-
undang perlindungan anak, maka tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan hal
terscbut di atas.

Ketika scorang ibu tidak lagi bisa melakukan Hadhanah karena discbabkan

tidak lagi amanah dan mempunyai prilaku buruk disinilah betapa pentingnya
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peran dari hakim untuk memberikan jalan kluar seperti masalah pencabutan hak

asuh anak ini.



